WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 113 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2009

Menimbang

Mengingat

TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum,
agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dapat berjalan dengan
optimal, maka perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan pada Pasal
10 ayat (2), Pasal 14 ayat (2);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di
atas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang tentang Jalan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalu Lintas Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan;



Menetapkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Parkir untuk Umum;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata
Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta Nomor 2
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta Nomor 1
Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerabh;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perparkiran;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum,;

MEMUTUSKAN:

: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA

YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang selanjutnya disingkat SKPD yang
berwenang adalah Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas
Pengelolaan Pasar.
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Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau
organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha
lainnya.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan Tidak Bermotor

Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan
ditinggalkan pengemudinya

Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu
di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir
kendaraan dibadan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar
badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir,
dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang
ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.

Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang
tidak tetap.

Pengelola Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk
mengelola tempat parkir tidak tetap.

Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum
berdasarkan surat tugas.

Pembantu juru parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tepi jalan umum.

BAB I
PEJABAT YANG DITUNJUK
Pasal 2

Pejabat yang ditunjuk melaksanakan Penyelenggaraan Perparkiran adalah :

a. Kepala Dinas Perhubungan;
b. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar;
c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB llI
BENTUK DAN ISI SKRD
Pasal 3

Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh SKPD yang
berwenang.

BAB IV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 4

(1) Pengurangan atau keringanan dapat diberikan oleh SKPD yang berwenang.

(2) Pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota apabila terjadi bencana atau sebab lain

sehingga lahan parkir tidak dapat berfungsi.



Pasal 5

Tatacara pemberian keringanan Retribusi diatur sebagai berikut :

a. mengajukan Surat Permohonan disertai alasan-alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada Kepala SKPD yang berwenang;

b. setelah permohonan diterima oleh Kepala SKPD yang berwenang, maka paling lama 12
(dua belas) hari kerja, Kepala SKPD yang berwenang menerbitkan Surat Pemberitahuan
yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya;

c. keputusan pemberian pengurangan dan keringanan bersifat final.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Nomor 67 Tahun 2002
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2002
tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Oktober 2009
WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd
H. HERRY ZUDIANTO
Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Oktober 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 132



